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BABIV

FENUTUP

1. Kesimpulan
Bari ursian-uraian dalam Bab-Bab sebelumnya dapat diambil suatu
kesimpulan :

a. Pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah menurut UU No.
22/1999 hanya berupa pengawasan vang bersifat represif saja. Hal ini
berbeda deogan pengawasan menurut U No. 5/1974 yang mengatur
adanya pengawasan menurut UU Neo. 5/1974 yang mengaiur adanya dua
macam pengawasan . dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu
pengawasan yang bersifat preventif dan peagawasan yang bersifat represif.

b. Kewenangan pembatalan Peraturan Daerah hanya ferletak di tangan
Pemerintah Pusat saja. Pemeriniali Daerah Tingkat 1 tidak berwenang
untuk membatalkan Peraturan Diaerah Tingkat I1.

¢. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum alau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya mempunyai sifat “dapat dibatalkan”,
sehingga mempunyai konsekwensi : bagi hukum perbuatan yang dilzakukan
dan akibatnys dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh Pemerintah

dan oleh sebab itu segala akibat hukum yang ditimbuikan oleh Peraturan

Daerah antara waktu pembentukannya sampai waktu pembataian menjadi
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sah. Setclah pembatalan Peraturan Daerah, maka segala perbuatan dan
akibat hukum dari perbuatan itu tidak ada.

d. Terhadap keputusan pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan upaya
hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa yang dilakukan dengan cara
mengajukan keberatan mapun upaya hukum luar biasa yang dilakukan

dengan cara mengajukan gugatan peradilan.

2. Saran
a. Upaya keberatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (4) UU No.
221999 nidaklah tepat, karena Mahkamah Agung bukanlah Badan atau
Pejabat yang mengeloarkan keputusan pembatalan Peraturan Daera. Oleh
karena itu rumusan Pasal tersebut perfu untuk ditinjau kembali dan

diperbaiki agar sesuai dengan konsep umum tentang keberatan dan dapat

memberikan perlindungan hukum.

b. Dalam uraian Bab Ul tentang Upaya Hukum Terhadap Pembatalan
Peraturan Daerah, dapat kita lihat adanya dua macam upaya hukum, vait
upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum luar
biasa dapat kita lihat pula bahwa tak satupun peradilan di Indonesia yang
mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Oleh karena itu perlu dibentuk suatu peradilan khusus di lingkungan
Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang uniuk menyelesaikan
sengketa pembatalan Peraturan Daerah atau dengan cara menambah
wewenang Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan agar berwenang

untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan kepadanya.
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Dengan demikian perlu segera dibentuk Undang-Undang tentang

Perubahan Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung.
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